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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR  :  9 TAHUN  2012 
 

TENTANG  
 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
BUPATI  PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a.  bahwa guna mendukung operasional 

pelayanan Pelayanan Kependudukan dan 
Catatan Sipil dan sebagai upaya untuk 
memberikan pelayanan terhadap kepentingan 
umum maka perlu diatur mengenai 
retribusinya; 
 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat 
(1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang–
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat menetapkan Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
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Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
  

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 
 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4235); 
 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
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telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 

  6.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4634); 
 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 
 

  9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
 

  10.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
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  11.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  12.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3050); 
 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3238) sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 
 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 
tentang Pengawasan Orang Asing dan 
Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3562); 
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  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 
 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
Tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  18.  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007  Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4736); 
 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 
 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5107) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 


